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ABSTRAK

PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH 
DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR DAN KABUPATEN 

OGAN KOMERING ILIR DALAM PELAKSANAAN 
OTONOMI DAERAH

Oleh:

Masita Utami

Pemekaran Kabupaten OKI menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Ogan Ilir 
dan Kabupaten OKI. Pemekaran ini dikukuhkan dengan keluarnya Undang- 
Undang Nomor 37 tahun 2003. Tujuan pemekaran mempersingkat rentang kendali 
(span of control) pemerintah, sehingga azas efektivitas dan efisiensi pelaksanaan 
bidang pemerintahan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai perbandingan kineija daerah 
Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten OKI pada tahun 2008-2011, serta 
mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan kinerja daerah 
pemerintah kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten OKI.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemandirian dan keefektivitasan 
keuangan Pemerintah Kabupaten OKI lebih baik dibanding Ogan Ilir. Namun 
kedua kabupaten tersebut sama-sama dituntut untuk meningkatkan prestasi 
kerjanya dengan meningkatkan target PAD yang ingin dicapai.

Kata Kunci: Kinerja Daerah, Kemandirian, Efektivitas, Efisiensi, PAD.

Ketua Anggota
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ABSTRACT

Analysis Comparative of Regency Work on Government of Ogan Ilir and OKI 
d uring Law of Regional Autonomy

By:

Masita Utami; Drs. Burhanuddio, M. Acc., Ak, CA 

Rocbmawati Daud, S.E., M.Si, Ak

Regency propagation of OKI become two regencies, are Ogan Ilir and OKI. These 
propagation was installed by come out the regulation number 37 in year 2003. 
The purpose of the propagation are for shorten the goverment span of control, 
basic efectifity and efficiency of sector implementation government.

The purpose of this research is for the comparison of the region work of regency 
Ogan Ilir and OKI period 2008 - 2011 and for identification factors which made 
the dijferent of region work the government regency of Ogan Ilir and OKI

The result of this research is efectivity and finance autonomy ratio government 
regency of OKI is better than Ogan Ilir but both of OKI and Ogan Ilir must be 
better and gain its performances, which is gain its Own-Source Revenue.

Key Words: Region Work, Autonomy; Efectivity, Efficiency; Own-Source Revenue.
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V^y
1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (sebagai pengganti 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999), sistem pemerintahan Republik 

Indonesia saat ini telah mengalami peralihan dari sentralisasi menjadi 

desentralisasi, dimana Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur 

dan mengurus rumah tangganya sendiri sebagai perwujudan otonomi daerah. 

Secara teoritis, desentralisasi ini diharapkan mampu menghasilkan dua manfaat 

nyata yaitu: pertama, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas 

masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil 

pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya 

dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah. Kedua, memperbaiki alokasi 

sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke

tingkat pemerintahan yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling

lengkap (Mardiasmo, 2005: 25). Selain itu juga dikeluarkan Undang-Undang No.

33 tahun 2004 (sebagai pengganti Undang-Undang No. 25 tahun 1999) tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang 

diharapkan lebih mendukung pemberdayaan pemerintah daerah dalam rangka 

pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan pembangunan di daerah.

1
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Lebih lanjut Mardiasmo (2000:35) menyatakan bahwa pemerintah dituntut 

untuk melakukan perubahan yang mendasar dalam sistem pemerintahan yang ada. 

Salah satu perubahan mendasar tersebut adalah penyelenggaraan otonomi yang 

luas, nyata, dan berlanggungjawab kepada daerah. Otonomi daerah merupakan 

pemberdayaan dalam pengambilan keputusan secara lebih leluasa untuk 

mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan 

potensi daerah sendiri. Dengan adanya otonomi daerah kabupaten dan kota maka 

pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah itu sendiri.

Otonomi daerah memiliki implikasi terhadap penyelenggaraan

pemerintahan yang harus berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan

masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh

dalam masyarakat. Perubahan paradigma ini membawa konsekuensi bagi

pemerintah. Di antara perubahan yang harus dilakukan adalah pendekatan dalam

penganggaran (Yuwono dkk, 2005: 58). Dalam pengelolaan keuangan daerah juga 

harus mengikuti prinsip transparansi, akuntabilitas dan value for money.

Untuk mengetahui kesiapan suatu daerah dalam menghadapi otonomi 

daerah, maka perlu dilakukan suatu analisis terhadap kinerja pemerintah daerah 

dalam mengelola keuangan daerahnya demi mewujudkan tingkat kemandirian 

dalam era otonomi daerah. Dalam mengukur suatu kinerja, perlu diketahui juga 

indikator-indikator kinerja sebagai penilaian kinerja dan adanya indikator kinerja 

agar dapat membantu pemerintah dalam proses pengambilan keputusan 

mengawasi kinerja anggaran pemerintah. Transparansi 

diperlukan oleh publik adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah

anggaran

serta yang sangat

2



daerah. Sedangkan akuntabilitas menjadi sangat penting karena akuntabilitas 

merupakan salah satu elemen manajemen keuangan pemerintah untuk menyertai 

kebijakan pengelolaan keuangan disamping konsep Value For Money, kejujuran, 

transparansi, dan pengendalian.

Halim (2001:167) menyatakan bahwa ciri utama suatu daerah yang 

mampu melaksanakan otonomi adalah memiliki kewenangan dan kemampuan 

untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan

keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan

permerintahannya, dan meminimalisasi ketergantungan kepada bantuan pusat agar

pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar.

Kuncoro (2002) menjelaskan beberapa penghambat keberhasilan pemerintah

daerah dalam melaksanakan otonomi, yaitu : dominannya transfer dari pusat,

kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber PAD, tingginya derajat

sentralisasi dalam bidang perpajakan, hanya sedikit pajak daerah yang bisa 

diandalkan sebagai sumber penerimaan, kelemahan dalam pemberian subsidi dari

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya dituangkan 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menggambarkan 

kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas 

pembangunan. Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut 

untuk menjalankan roda pemerintahan secara efisien dan efektif, 

mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan

mampu
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pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki 

oleh masing-masing daerah.

Seperti yang telah dikemukakan dalam uraian sebelumnya bahwa APBD 

merupakan tolak ukur keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mencapai sasaran 

dan tujuan yang telah ditetapkan, serta merupakan ukuran kinerja dari satuan kerja 

Pemerintah Daerah tersebut, yang dituntut untuk melaksanakan tugasnya secara 

efektif, efisien, dan ekonomis. Dalam mengelola keuangan daerah dapat 

digunakan alat penilaian berupa analisis rasio keuangan APBD yang dilakukan

dengan cara membandingkan hasil yang dicapai oleh daerah suatu periode

terhadap periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan

yang terjadi.

Tujuan pemekaran mempersingkat rentang kendali (span of conlrol) 

pemerintah, sehingga azas efektifitas dan efisiensi pelaksanaan bidang 

pemerintahan dapat terwujud. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 

sehingga tercapai pelayanan dalam rangka otonomi daerah secara nyata, luas, 

dinamis, dan bertanggung jawab. Meningkatkan efektifitas eksploitasi dan 

pendayagunaan sumber daya alam yang terkandung di daerah untuk kesejahteraan 

masyarakat. Mempercepat penyebaran dan pemerataan hasil-hasil pembangunan 

sehingga akan dapat memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam mencapai 

tingkat kesejahteraan masyarakat yang merata. Memperkokoh sistem pertahanan 

keamanan wilayah yang merupakan bagian integral dari system pertahanan dan 

keamanan nasional.
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Pemekaran Kabupaten OKI menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten OKI 

dan Kabupaten Ogan Ilir didukung oleh Keputusan DPRD Provinsi SumSel 

Nomor 12 tanggal 11 September 2002 tentang Dukungan dan Persetujuan 

Terhadap Rencana Pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Di Provinsi 

Sumatera Selatan dan Keputusan DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 

12 tanggal 2 September 2002 tentang Persetujuan Atas Usul Pemekaran 

Kabupaten Ogan Komering Ilir Untuk Pembentukan Kabupaten Ogan Ilir Propinsi 

Sumatera Selatan sebagai Daerah Otonom.

Kabupaten 01 sebagai kabupaten baru juga dituntut untuk mewujudkan 

kesejahteraan rakyatnya, yang terlihat dari kemampuan keuangan, yang berkaitan 

dengan perwujudan masyarakat adil dan makmur, juga mencakup pemerataan 

pembangunan dalam segala aspek kehidupan, baik moril maupun materiil, melalui

kebijakan penetapan APBD tersebut, sehingga dapat dilihat perbandingan kinerja

pemerintah daerahnya.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andariko pada tahun

2010 dengan objek kabupaten OKU, OKU Selatan, dan OKU Timur diketahui

bahwa tingkat kemandirian, efektivitas, serta efisiensi ketiga kabupaten ini masih 

rendah. Puspanita juga melakukan penelitian pada ketiga kabupaten ini pada tahun 

2010 namun dari segi efektivitas, efisiensi, dan ekonomis saja. Berdasarkan 

penelitian Puspanita diketahui bahwa kinerja ketiga kabupaten ini cukup 

ekonomis, namun tidak efektif dan tidak efisien. Penulis juga akan melakukan 

penelitian yang sama yaitu menilai kinerja keuangan, tetapi objek yang akan 

diteliti adalah kabupaten OKI dan Ogan Ilir.
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Dari uraian yang telah disebutkan sebelumnya, maka skripsi ini diberi 

judul “Perbandingan Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah 

Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Ogan Komering Ilir 

Pelaksanaan Otonomi Daerah”

dalam

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut maka yang menjadi masalah yang ingin

penulis jawab yaitu mengenai:

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten OKI dan Ogan Ilir

dilihat dari analisis rasio keuangan APBD Tahun Anggaran 2008 -2011?

2. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan daerah Kabupaten OKI dan Ogan

Ilir pada tahun 2008-2011?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menilai kinerja keuangan Kabupaten OKI dan Ogan Ilir pada tahun 2008 -

2011.

2. Menilai perbandingan kinerja keuangan daerah Kabupaten OKI dan Ogan Ilir 

pada tahun 2008 -2011.
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1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah:

1) Manfaat Bagi penulis

Penulis dapat memberikan pengalaman baru, pengetahuan, serta aplikasi

langsung di dalam memahami tentang APBD dalam menilai kinerja

Pemerintah Daerah pada pemerintah Kabupaten, serta sebagai hasil karya

penulisan dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Sriwijaya.

2) Manfaat Bagi Pemerintah Daerah

dapat digunakan untuk bahan evaluasi dan peningkatan kemampuan

keuangan Pemerintah Kabupaten OKI dan Ogan Ilir di masa mendatang.

3) Manfaat Bagi Pembaca atau Masyarakat

- Untuk memberikan informasi kepada pembaca mengenai penilaian 

kinerja keuangan pada pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi

daerah.

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi, 

khususnya bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian dengan fokus 

kajian penilaian kinerja keuangan pada pemerintah daerah dalam 

pelaksanaan otonomi daerah.
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1.5 Sistematika Skripsi

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penulisan skripsi ini, 

maka pembahasannya disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang pemilihan judul, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, landasan teori, 

lokasi dan jadwal waktu penelitian, serta sistematika penulisan.

:

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan landasan teori sebagai dasar pembahasan tentang

konsep Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah, konsep Anggaran, Konsep

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Konsep Rasio Keuangan, Penelitian

terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan penjelasan mengenai apa saja yang menjadi ruang 

lingkup penelitian, rancangan penelitian, sumber data, populasi dan sampel, serta

teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan dari pokok permasalahan yang telah 

dijelaskan sebelumnya, berisikan penjabaran analisis dan pembahasan secara
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terstruktur mengenai kinerja keuangan pada pemerintah daerah kabupaten OI dan

kabupaten OKI dalam pelaksanaan otonomi daerah jika dilihat dari APBD.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berupa kesimpulan yang berasal dari analisa yang telah dilakukan,

kemudian mencoba untuk memberikan masukan yang berupa saran yang dianggap

perlu, dan mungkin bermanfaat di masa yang akan datang.
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